
WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAW A TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 

NOMOR 5 TAHUN 2025 

TENT ANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2025-2029; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana teiah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6868); 

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6987); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Biitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4817); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 
Nomor 19); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312) ;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana 
Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 461);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 ) ;  

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4, 

e 
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 127); 

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota 
Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Blitar Nomor 1); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR 

dan 

WALIKOTA BLITAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN 
PEMBANGUNAN 
2025 -2029. 

DAERAH TENT ANG RENCANA 
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kota Blitar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
Juasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota 
adalah Walikota Blitar. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah 
dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 
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periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari 
visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RPJM 
Daerah Provinsi Jawa Timur adalah dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, 
dan program kepala daerah dengan berpedoman pada 
RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang 
yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan kota kedalam struktur dan pola 
pemanfaatan ruang wilayah. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

1 1 .  Isu Strategis adalah kondisi atau ha! yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan Daerah karena dampaknya yang 
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ 
panjang, dan menentukan pencapaian tujuan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang 
akan datang. 

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari 

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 
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18. Strategi adalah langkah berisikan program-program 
sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran. 

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagi penjabaran strategi. 

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 

2 1 .  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksnaakan 
oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebsgai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatau Program 
dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan 
sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut, sebayai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 
barang/jasa. 

22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 
Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari 
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
sleanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN RPJM DAERAH 

Pasal 2 

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, rnisi dan 
program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat 
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta 
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 
indikator untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  
berpedoman pada: 

a. RPJP Daerah; 
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b. RTRW; 

c. RPJM Nasional; dan 

d. RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur. 

(3) Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1),  memperhatikan RPJM Daerah 
kabupaten/kota sekitar. 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan; 
b. Bab II Gambaran Umum Daerah; 
c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan 

Daerah; 
d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja 

Penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan 
e. Bab V Penutup. 

Pasal 4 

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB IV 

KERANGKA KERJA RPJM DAERAH 

Bagian Kesatu 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 5 

(1 )  Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah 
diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional. 

(2) Berdasarkan konsep pembangunan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah 
melaksanakan urusan pemerintahan yang telah 
diserahkan untuk meningkatkan dan memeratakan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan publik dan daya saing daerah. 

(3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  di bentuk dan 
disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan 
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substansinya baik untuk Pemerintah Daerah maupun 
Perangkat Daerah. 

(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi : RPJP Daerah 
dijabarkan oleh RPJM Daerah dan Renstra Perangkat 
Daerah. 

(5) Dokumen perencanaan pembangunan daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (4) dioperasionalkan 
dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah 
yang terdiri dari: 
a. RKP Daerah; dan 
b. Renja Perangkat Daerah. 

Pasal 6 

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) 
disusun dengan: 
a. berpedoman RPJM Nasional yang memuat prioritas 

pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 
Republik Indonesia; 

b. berpedoman RPJP Daerah yang diarahkan untuk 
penguatan fondasi transformasi dengan fokus pada 
transformasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan 
pemerintahan; dan 

c. memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Daerah. 

Bagian Kedua 

Sinkronisasi dan Penyelarasan 

Pasal 7 

(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan 
bagian integral dari perencanaan pembangunan 
nasional, untuk itu diperlukan penyelarasan RPJM 
Daerah dengan RPJM Nasional dan RPJP Daerah. 

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. 

(3) Penyelarasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mencakup: 
a. Aspek penyelarasan RPJM Daerah terhadap RPJP 

Daerah, Penjabaran VIS!, rmsi, dan program 
Walikota dan Wakil Walikota terpilih, berpedoman 
pada Visi Pembangunan Daerah dalam RPJP 
Daerah adalah: "Kota yang maju dan 
berkelanjutan, Cerdas, Inklusif dengan kekuatan 
Budaya, Religi Dan Nasionalisme", dengan 4 
sasaran yang akan diwujudkan, yaitu: 
1 .  Peningkatan pendapatan per kapita; 
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; 
3. Peningkatan daya saing sumber daya 

manusia; dan 
4. Penurunan emisi GRK menuju net zero 

emission. 
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b. Aspek penyelarasan RPJM Daerah terhadap RPJM 
Nasional, sebagai upaya mendukung secara 
seiring sejalan dengan pelaksanaan dan 
pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 1 7 (Tujuh 
belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek 
Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh 
Presiden dan Wakil Presiden. 

(4) Penyelarasan Periodisasi sebagaimana dimaksud ayat 
(2), berupa masa berlaku RPJM Daerah untuk 
Periodisasi tahun 2025 berakhir sampai dengan tahun 
2029. 

Pasal 8 

(1) RPJM Daerah disusun secara simultan dan 
terkoordinasi dengan penyusunan RPJM Daerah 
Provinsi Jawa Timur. 

(2) RPJM Daerah proses penyusunannya dilakukan secara 
bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan 
penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 

(3) Sebagian substansi Rencana Strategis Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
merupakan bagian dari RPJM Daerah. 

BABV 

PELAKSANAAN RPJM Daerah 

Pasal 9 

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(4). dilaksanakan oleh: 
a. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan 

melaksanakan kebijakan dan strategi, arah kebijakan, 
program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah 
berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas 
yang tercantum di dalam RPJM Daerah; dan 

b. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan 
mendukung pencapaian target kinerja visi misi dan 
program serta tujuan dan sasaran pembangunan 
sebagaimana yang telah ditetapkan RPJM Daerah. 

Pasal 10 

(1 )  Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan 
berpedoman pada RPJM Daerah, yang penyusunannya 
dilakukan secara bersamaan atau simultan. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah. 
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(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sebagian substansinya merupakan bagian 
dari RPJM Daerah. 

(4) Perangkat Daerah pengampu indikator Utama 
Pembangunan harus membuat kertas kerja rencana 
pencapaian selama 5 (lima) tahun dalam bentuk 
Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja 
Perangkat Daerah. 

(5) Dalam ha! terjadi perubahan nomenklatur Perangkat 
Daerah, maka penanggungjawab penyelenggaraan 
urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan 
Daerah tentang Perangkat Daerah yang baru. 

BAB VI 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 

Pengendalian 

Pasal 1 1  

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah 
dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan 
tercapainya visi dan misi Walikota yang dituangkan 
dalam RPJM Daerah. 

(2) Walikota melalui Kepala perangkat daerah yang 
membidangi perencanaan pembangunan Daerah 
melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan 
RPJM Daerah. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, 
indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan. 

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dilaksanakan setiap semester. 

(5) Kepala perangkat daerah yang membidangi 
perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil 
pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada 
Walikota. 

Bagian Kedua 

Evaluasi 

Pasal 12 

(1) Kepala perangkat daerah yang membidangi 
perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan 
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan untuk mengetahui tingkat indikator 
kinerja, Indikasi rencana program prioritas, kebutuhan 
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pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran 
dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka 
menengah daerah. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  dapat 
dilaksanakan setiap tahun, pada paruh waktu dan 
tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah. 

(4) Kepala perangkat daerah yang membidangi 
perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil 
evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah kepada Walikota. 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan 
pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

BAB VII 

PERUBAHAN RPJM DAERAH 

Pasal 14 

(1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan dalam hal: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa terdapat substansi yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan 
tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
pembangunan Daerah yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan 
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

d. hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian 
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; 

e. terdapat indikator target yang tidak dapat dihitung 
dan berpengaruh lebih dari 20% terhadap capaian 
kinerja; 

f. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup 
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis 
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan 
kebijakan nasional; atau 

g. bertentangan dengan kebijakan nasional dan 
Provinsi Jawa Timur. 

(2) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai 
dengan huruf e, tidak dapat dilakukan apabila sisa 
masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 2 (dua) tahun. 

(/ 
• 



- 12 - 

(4) Perubahan RPJM Daerah sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan 
Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal 15 

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam 
RPJM Daerah bersifat indikatif. 

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  yang terjadi pada 
setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah, disampaikan 
oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi 
perencanaan pembangunan Daerah kepada Walikota 
pada rapat Tim Perumusan Anggaran untuk 
mendapatkan keputusan. 

(3) Perubahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam RKP Daerah. 

(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan 
Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal 16 

(1) Dalam hal target sasaran kinerjayang ditetapkan dalam 
RPJM Daerah telah tercapai, maka dirumuskan kembali 
besaran target sasaran kinerja baru. 

(2) Dalam hal target sasaran kinerja yang ditetapkan dalam 
RPJM Daerah sulit tercapai, maka dirumuskan kembali 
penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja 
baru. 

(3) Target sasaran kinerja baru sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1 )  dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Semua ketentuan mengenai RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang 
sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus 
dibaca dan dimaknai sebagai RPJP Daerah, RPJM Daerah, 
RKP Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

RPJM Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi yang menjadi 
pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum 
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah 
Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan rnisi Walikota dan 
Wakil Walikota terpilih. 
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